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MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dengan terjadinya kecelakaan di bidang trasportasi
secara beruntun akhir-akhir ini, perlu segera melakukan
langkah-langkah peningkatan keselamatan dan keamanan
dalam penyelenggaraan transportasi;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu
mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang
Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam
Penyelenggaraan Transportasi;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara  Republik  Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun
2006;

MENGINSTRUKSIKAN

Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
Direktur Jenderal Perkeretaapian.
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PERTAMA

Meningkatkan  keselamatan dan  keamanan  dalam
penyelenggaraan transportasi sebagai prioritas dan
pertimbangan utama dengan segera melakukan langkah-
langkah sebagai berikut:

1.  melaksanakan pengujian dan pemeriksaan terhadap
sarana dan prasarana f{ransportasi sesuai dengan
kewenangan masing-masing, prosedur, dan tata cara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar pengoperasian sarana transportasi memenuhi
persyaratan kelaikan baik menyangkut sarana maupun
pengawakannya;

2. meningkatkan pengawasan terhadap penanganan dan
pemeriksaan penumpang, bagasi dan kargo serta pos
termasuk tata cara pemuatannya, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beriaku;

3. melakukan pengawasan terhadap perawatan sarana dan
prasarana transportasi, agar selalu dilaksanakan sesuai
dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;

4. melakukan indentifikasi daerah rawan kecelakaan
transportasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan
terjadinya kecelakaan transportasi sesuai dengan prioritas
tingkat kerawanan;,

5.  mengambil tindakan secara dini, berkoordinasi dengan unit
kerja atau instansi terkait, apabila menemukan kondisi yang
dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dalam
pengoperasian sarana dan prasarana transportasi;

6. memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah atau
operator sarana/prasarana transportasi untuk selalu
memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki
pengetahuan yang cukup mengenai kelayakan serta tata
cara pengoperasian sarana/prasarana dengan selamat dan
aman;

7. meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aparat pada
unit-unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas
pengawasan dan pengoperasian, agar sepenuhnya
mematuhi peraturan perundang-undangan

8. melakukan pemeriksaan terhadap setiap terjadinya
kecelakaan guna dapat mengetahui penyebab terjadinya
kecelakaan dalam upaya perbaikan, untuk menghindarkan
terjadinya kecelakaan dengan sebab yang sama
dikemudian hari.



KEDUA . Menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku kepada aparatur pemerintah
atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam
mmclahsanahkan tugas atau tidak mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

KETIGA Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT :Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkandi : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Pebruari 2007
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